BABII

TINJAUAN UMUM JARIMAH TAKZIR

A. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fikih dengan istilah jinayah
atau jarimah. Hukum pidana Islam atau fikih jinayah merupakan bagian dari
syariat Islam yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah saw. Oleh karena
itu, pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, hukum pidana Islam
berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh
pemerintah selaku penguasa yang sah atau u/u/ amri, yang pada masa itu
dirangkap oleh Rasulullah sendiri dan kemudian diganti oleh Khulafaur
Rasyidin.!

Jinayah merupakan kata dasar (masdar) dari kata jana. Secara
etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan
perbuatan dosa atau perbuatan salah.” Kata jinayah dalam istilah hukum
sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata
jinayah mempunyai beberapa pengertian, Abdul Qadir Audah dalam
kitabnya A¢-Tasyri Al Jina’i Al Islamy menjelaskan arti kata jinayah sebagai
berikut:
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" Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004), 3.
? Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 1.
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Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek
seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang
diharamkan syarak, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda
maupun selain jiwa dan harta benda.’

Dari pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa jinayah adalah semua
perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan
yang dilarang atau dicegah oleh syarak (hukum Islam). Apabila dilakukan
perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa,
akal, kehormatan, dan harta benda.

Pengertian jinayah dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah
peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Dalam konteks ini pengertian
jinayah sama dengan jarimah. Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan

oleh Imam Al Mawardi adalah sebagai berikut:
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Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang
diancam oleh Allah dengan hukuman had dan takzir.*

Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan
perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.
Dengan perkataan syarak pada pengertian diatas yang dimaksud bahwa
sesuatu baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh syarak. Juga perbuatan

atau tidak berbuat dianggap sebagai jarimah, kecuali apabila diancam

3 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Figih Jinayah), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 12
4 11 .
Ibid., 14
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hukuman terhadapnya.” Pengertian jarimah menurut istilah hukum pidana
Islam diatas sama dengan pengertian menurut hukum positif (hukum pidana
Indonesia). Jarimah dalam istilah hukum pidana Indonesia diartikan dengan
peristiwa pidana, yaitu rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan
dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya terhadap
perbuatan mana diadakan tindak pidana penghukuman.®

Jarimah harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi,

yaitu:

1. Ada nash yang melarang tindak pidana dan ada pula hukum-
hukumnya. Ini disebut dalam istilah undang-undang dengan rukn
as-sar’i (unsur formil).

2. Adanya perbuatan yang berbentuk jarimah, baik berupa perbuatan
atau sikap tidak berbuat. Ini disebut dengan rukn al-madi (unsur
materiil) untuk jarimah.

3. Adanya pelaku tindak pidana tersebut adalah orang yang mukallaf
(cakap hukum), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung

jawaban. Ini disebut dengan rukn ‘adabi (unsur moril).”

Apa yang menyebabkan suatu perbuatan dianggap sebagai suatu
tindak kejahatan tidak lain adalah karena perbuatan itu sangat merugikan

kepada tatanan kemasyarakatan atau kepercayaan-kepercayaan, harta benda,

> Mardani, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010), 111.

% Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam.., 4.

7 Mardani, Hukum Islam..., 114.
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nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya yang semuanya itu
menurut hukum syarak harus dipelihara dan dihormati serta dilindungi.
Suatu sanksi diterapkan kepada pelanggar syarak dengan tujuan agar
seseorang tidak mudah berbuat jarimah. Abdul Wahab Khalaf mengatakan
bahwa tujuan umum disyariatkan hukum adalah untuk merealisir
kemaslahatan umat.® Demikian juga dengan hukum Islam ditegakkan untuk
melindungi lima hal, yaitu untuk perlindungan terhadap agama, jiwa,

keturunan, akal, dan harta benda.’

B. Hukuman dalam Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan S. Wojowasito,
hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa)."
Hukuman disebut juga ‘uqubah, yang menurut bahasa berasal dari kata
‘agaba  yang artinya membalasnya sesuai dengan perbuatan yang
dilakukan."" Hukuman juga dapat diartikan bentuk balasan bagi seseorang
yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syarak yang ditetapkan Allah
dan Rasul untuk kemaslahatan manusia.'” Sedangkan menurut Abd al-Qadir

‘Awdah, definisi hukuman adalah:

£l J;/T Das Je weledy asdian) a2 2 o A

¥ Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam..., 5.
9 11 -
Ibid.
' Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam..., 59
" Ibid
> Sahid, Pengantar Hukum Pidana Islam, (Surabaya: Uinsa Press, 2014), 12.
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Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara
kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-
ketentuan syarak."

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah
satu tindakan yang diberikan oleh syarak sebagai pembalasan perbuatan yang
melanggar syarak, dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan
kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi individu."*

Tujuan dari hukuman bagi pelaku jarimah menurut Islam yaitu
sebagai pencegahan serta balasan dan perbaikan atau pengajaran. Dengan
tujuan tersebut, pelaku jarimah diharapkan tidak mengulangi perbuatan
jeleknya. Disamping itu, juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain
untuk tidak melakukan hal yang sama."

Jenis-jenis hukuman dalam hukum pidana Islam ada beberapa bagian
sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya, para ulama membagi
jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman. Hukuman tersebut
adalah:

1. Jarimah Hudud, yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan
ancaman hukumannya ditentukan dalam Alquran dan hadis. Hukuman
ini tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa
dihapuskan oleh perorangan (korban atau wali) atau masyarakat yang
mewakili (u/il amri)."® Yang termasuk dalam jarimah hudud adalah:

a. Zina;

13 11a:
Ibid., 123

' Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam..., 137.

'S Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam..., 63

' Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana.., 12
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b. al-Qadzaf (penuduhan zina);
¢. Minum minuman keras;

d. Pencurian;

e. al-Hirabah (perampokan);

f. ar-Riddah (murtad);

al-Baghyu (pemberontakan).

ga

2. Jarimah Kisas dan Diat, yaitu sebuah tindakan atau sanksi hukum
kepada pelaku jarimah terhadap jiwa dan anggota badan yang dilakukan
oleh pelaku terhadap korban. Jarimah ini membuka kesempatan
pemaafan bagi pelaku jarimah oleh orang yang menjadi korban, wali,
atau ahli warisnya. Jadi dalam kasus jarimah kisas dan diat ini, korban
atau ahli warisnya dapat memaafkan perbuatan pelaku jarimah dengan
meniadakan kisas dan menggantinya dengan diat atau meniadakan diat
sama sekali.'’ Jarimah kisas dan diat ini ada dua macam, yaitu
pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnhya
ada lima macam, yaitu:

a. Pembunuhan sengaja;

b. Pembunuhan menyerupai sengaja;
c. Pembunuhan karena kesalahan;

d. Penganiayaan sengaja;

e. Penganiayaan tidak sengaja;

"7 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam..., 27.
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3. Jarimah Takzir, yaitu hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya
belum ditetapkan oleh syarak. Bentuk atau macam jarimah serta
hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim yang telah ditugasi.
Jarimah takzir terbagi sebagai berikut:

a. Jarimah takzir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud dan kisas
tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat, seperti
pencurian yang tidak mencapai nisab atau oleh keluarga sendiri.

b. Jarimah takzir yang jenisnya disebutkan oleh syarak tetapi
hukumannnya belum ditetapkan. Seperti riba, suap dan mengurangi
takaran dan timbangannya.

c. Jarimah takzir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan
oleh syarak. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada uli/

amri. Seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintahan.'®

C. Jarimah Takzir
1. Pengertian Takzir dan Dasar Hukum Takzir
a. Definisi Takzir
Pengertian takzir menurut bahasa ialah 7a’dib atau memberi
pelajaran.'” Takzir juga diartikan ar-raddu wa al-ma’u, artinya
menolak dan mencegah.”® Al-Fayyumi dalam A/-Misbah Al-Munir

mengatakan bahwa takzir adalah pengajaran dan tidak termasuk ke

'S Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 255
' Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam..., 19.
20 4.5

Ibid.
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dalam kelompok Aad’' Penjelasan Al-Fayyumi ini sudah mengarah
pada definisi takzir secara syariat sebab ia sudah menyebut istilah
had.

Akan tetapi menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan

oleh Imam Al-Mawardi, pengertian takzir adalah sebagai berikut:

°
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Takzir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang
belum ditentukan oleh syarak.*

Menurut H. Moh Anwar, hukuman takzir oleh Islam dilakukan
sepenuhnya kepada hakim Islam, akan tetapi dengan

memperhatikan kepada hukum-hukum pidana yang sudah positif.>’

Sehingga dapat dipahami bahwa hukuman takzir adalah
hukuman yang belum ditetapkan oleh syarak melainkan diserahkan
kepada penguasa, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.
Berbeda dengan jarimah hudud dan kisas, jarimah takzir tidak
ditentukan banyaknya. Hal ini karena yang termasuk jarimah takzir
adalah perbuatan melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak
Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk kedalam kategori
hukuman hudud dan kisas. Karena takzir tidak ditentukan secara
langsung oleh Alquran dan hadis, maka ini menjadi kompetensi

penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi

*! M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figih Jinayah, (Jakarta: AMZAH, 2013), 136
> Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas..., 19
3 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 125.
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takzir harus tetap memperhatikan petunjuk nas secara teliti karena
menyangkut kemaslahatan umum.**

Penjatuhan hukuman takzir untuk kemaslahatan umum ini
didasarkan kepada tindakan Rasulullah saw. yang menahan seorang
laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui ternyata ia
tidak mencurinya, Rasulullah saw. kemudian melepaskannya.
Analisis terhadap tindakan Rasulullah tersebut adalah bahwa
penahanan merupakan hukuman takzir, sedangkan hukuman hanya
dapat dikenakan terhadap suatu jarimah yang telah dapat
dibuktikan. Apabila pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsur
pidana maka artinya Rasulullah mengenakan hukuman penahanan
hanya karena tuduhan semata-mata (fuhmah). Hal ini mengandung
arti bahwa Rasulullah saw. membolehkan penjatuhan hukuman
terhadap seseorang yang berada dalam posisi tersangka, meskipun ia
tidak melakukan perbuatan yang dilarang.” Tindakan yang diambil
oleh Rasulullah tersebut dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab
membiarkan tersangka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan
tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya bisa mengakibatkan ia
lari dan bisa juga menyebabkan dijatuhkannya vonis yang tidak
benar terhadap dirinya atau menyebabkan tidak dapat dijalankannya

hukuman yang telah diputuskan.

** M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figih Jinayah..., 140.
** Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam..., 251.
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Sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah
termasuk tujuan dari hukuman takzir, yaitu bersifat preventif
(pencegahan), represif (diharapkan dapat memberi dampak positif
bagi pelaku), kuratif (diharapkan mampu membawa perbaikan sikap
dan perilaku pelaku dikemudian hari) dan edukatif (memberikan
pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki
pola hidup pelaku).*

Penetapan sanksi takzir dilakukan melalui pengakuan, bukti,
serta pengetahuan hakim dan saksi. Selain imam atau hakim orang
yang berhak memberikan saksi takzir kepada pelanggar hukum
syar’i adalah ayah dan ibu untuk mendidik anaknya , suami untuk
mendidik istrinya, atau guru untuk mendidik muridnya. Para
pemberi sanksi itu tidak boleh mengabaikan keselamatan jiwa si

pelanggar hukum, kecuali imam atau hakim.*’

b. Dasar Hukum Takzir
Dasar hukum disyariatkan takzir terdapat dibeberapa hadist
Nabi Muhammad saw. dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut
antara lain sebagai berikut:

1) Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim

* Mardani, Hukum Islam..., 118.
M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah..., 146.
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Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnhya dari kakeknya,

bahwa Nabi saw. menahan seorang karena disangka
melakukan kejahatan. (Hadis diriwayatkan oleh Abu

Dawud, Turmudzi, Nasa’i, dan Baihaqi serta dishahihkan
oleh hakim).?®

2. Hadis Nabi yang diriwatkan oleh Abu Burdah

fa
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Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. Bahwa ia
mendengar Rasulullah saw. bersabda : “tidak boleh dijilid
diatas sepeluh cambuk kecuali didalam hukuman yang
telah ditentukan oleh Allah Ta’ala”. (Muttafaq Alaih).*’

3. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah

°
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Dari Aisyah ra. bahwa Nabi saw. bersabda :
“Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak
pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka,
kecuali dalam jarimah-jarimah Audud. (Diriwayatkan oleh
Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i dan Baihagj).”

Secara umum hadis tersebut menjelaskan eksistensi takzir

dalam syariat Islam. Hadis pertama menjelaskan tentang tindakan

¥ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana..., 253.
29 1
Ibid.
O M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figih Jinayah..., 141.
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Nabi yang menahan seorang yang diduga melakukan tindak
pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Apabila
tidak ditahan, dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri,
menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan tindak
pidana.®' Sedangkan hadis kedua menjelaskan tentang batas
hukuman takzir yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali
cambukan, untuk membedakan dengan jarimah hudud. Dengan
batas hukuman inilah dapat diketahui mana yang termasuk
jarimah takzir dan dan mana yang termasuk jarimah hudud. Hadis
ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman takzir yang
bisa berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya,
tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang
menyertainya. 32

Takzir berlaku atas semua orang yang melakukan
kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan
antara laki-laki dan perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau
kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran
atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan
baik dengan perbuatan, ucapan atau isyarat perlu diberi sanksi

takzir agar tidak mengulangi perbuatannya.™

*! Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 10, (Bandung: Al-Ma’arif, 2004), 160.
32 Ahmad Wardi Muslich, Hukum PidanaIslam..., 253.
33 Nurul Irfan dan Masyrofah, Figih Jinayah..., 143.
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2. Macam-Macam Jarimah Takzir
Takzir dibagi menjadi beberapa jenis, dilihat dari hak yang dilanggar
jarimah takzir dapat dibagi dua bagian, yaitu:

1) Jarimah takzir yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan
yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya, berbuat
kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat,
mencium wanita yang bukan istrinya, penimbunan bahan-bahan

pokok dan penyelundupan.

2) Jarimah takzir yang menyinggung hak individu, yaitu setiap
perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu, bukan

orang banyak. Contohnya penghinaan, penipuan dan pemukulan.

Disamping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya),

takzir juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:**

1) Jarimah takzir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau kisas,
tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat, seperti

pencurian yang tidak mencapai nisab atau oleh keluarga sendiri.

2) Jarimah takzir yang jenisnya disebutkan dalam Alquran dan hadis
tetapi hukumannya belum ditetapkan. Seperti riba, suap, dan

mengurangi takaran atau timbangan.

3* Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam..., 255.
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Jarimah takzir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan
oleh syarak. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada wu/il amri
untuk kemaslahatan umat. Seperti penipuuan, pencopetan,

cybercrime, moneylaudering, dan pembajakan.

Abdul Aziz Amir membagi jarimah takzir secara rinci kepada
beberapa bagian, yaitu:
Jarimah takzir yang berkaitan dengan pembunuhan;
Jarimah takzir yang berkaitan dengan pelukaan;
Jarimah takzir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan
dan kerusakan akhlak;
Jarimah takzir yang berkaitan dengan harta;
Jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu;

Jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.*

D. Macam-Macam Hukuman Takzir

Hukuman takzir jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat

dikelompokkan kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman Takzir yang Berkaitan dengan Badan

Sanksi takzir yang berkaitan dengan badan dibedakan menjadi dua,

yaitu:

a.

Hukuman Mati

3 1bid., 255
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Dalam madzhab Hanafi membolehkan sanksi takzir dengan
hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan
dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat.”® Contohnya,
pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali
yang dilakukan kafir dzimmi yang baru masuk Islam.

Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai takzir
untuk jarimah-jarimah takzir tertentu, seperti melakukan kerusakan
di muka bumi. Demikian pula dengan Syafi’iyah yang
membolehkan hukuman mati seperti dalam kasus Aomoseks.’
Selain itu, hukuman mati juga boleh diberlakukan dalam kasus
penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari Alquran dan
Hadis.

Dari uraian tersebut, hukuman mati untuk jarimah takzir hanya
dilaksanakan dalam jarimah-jarimah yang sangat berat dan
berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1) Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-
hukuman Audud selain hukuman mati.

2) Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap
msayarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di

38

muka bumi.

b. Hukuman Jilid

3 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: AMZAH, 2016), 96.
7 M. Nurul Irfan Dan Masyroafah, Figih Jinayah..., 147.
3% Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana..., 260.



33

Hukuman jilid dalam jarimah takzir cukup efektif untuk
menjerakan para pelaku. Hukuman jilid dalam jarimah hudud telah
dijelaskan jumlahnya, yaitu seratus jilik untuk perzinaan yang
dilakukan pezina ghairu muhsan, delapan puluh jilid bagi penuduh
zina, dan empat puluh jilid bagi peminum khamar> Hukuman-
hukuman tersebut disepakati ulama sebagai hukuman pokok bagi
jarimah-jarimah tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Alquran
dan Hadis nabi.

Dalam jarimah ini hakim diberi kewenangan untuk menetapkan
jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi dan
tempat kejahatan.** Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman
jilid masih diperselisihkan oleh para fukaha. Menurut Hanafiyah,
jilid sebagai takzir harus dicambukkan lebih keras daripada jilid
dalam had agar dengan takzir orang yang terhukum akan menjadi
jera, disamping karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam had.
Alasan lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin
menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat
jilid dalam takzir dengan sifat jilid dalam hudud.*'

Adapun pendapat dikalangan mahdzab Maliki berdasarkan
alasan bahwa jarimah takzir adalah hak penguasa, maka batasan

jumlah hukuman takzir harus diserahkan kepada yang mempunyai

3% Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam..., 157.
0 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figih Jinayah..., 149.
! Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam..., 260.



34

hak, yaitu u/u/ amri. Hukuman takzir berdasarkan atas kemaslahatan
umum, sedang orang yang mengetahui kemaslahatan umum itu
berdasarkan pengamatan dan penelitian hanyalah w/u/ amri** Oleh
karena itu, u/ul amri memiliki keleluasan untuk menentukan jumlah
jilid yang dijatuhkan dengan pertimbangan kondisi dan situasi.
Adapun sifat dari hukuman jilid dalam jarimah takzir adalah
untuk memberikan pelajaran dan tidak boleh menimbulkan
kerusakan. Apabila orang yang terhukum takzir laki-laki maka baju
yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan
tetapi, apabila terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak
boleh dibuka, karena auratnya akan terbuka. Hukuman jilid
diarahkan ke punggung, tidak boleh diarahkan ke kepala, wajah dan
farji. Karena apabila diarahkan ke tiga bagian itu, dikhawatirkan

akan menimbulkan cacat, bahkan tersangka bisa meninggal dunia.”

2. Hukuman Takzir yang Berkaitan dengan Kemerdekaan Seseorang
a. Hukuman Penjara
Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman
penjara, yaitu:
1) al-Habsu yang berarti al-man’u yang artinya
pencegahan atau penahanan, dan;

2) al-Sijnuyang artinya sama dengan a/-Habsu.

2 Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam..., 159.
* M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam..., 100.
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Dengan demikian, kedua kata tersebut mempunyai arti
yang sama dan ulama juga menggunakan keduanya. Menurut
Ibnu Qayyim, al-habsu bermakna menahan seseorang untuk
tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu ditahan di
rumah, di masjid, maupun ditempat lain.**

Hukuman penjara dalam pandangan hukum pidana Islam
berbeda dengan pandangan hukum positif. Menurut hukum
pidana Islam, penjara dipandang bukan hukuman pokok,
tetapi hanya dianggap sebagai hukuman kedua atau sebagai
hukuman pilihan. Hukuman ini dijatuhkan bagi perbuatan
yang dinilai ringan, walaupun dalam prakteknya dapat juga
dikenakan kepada perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya.
Hal ini karena hukuman ini dikategorikan sebagai kekuasaan
hakim, yang karenanya menurut pertimbangan kemaslahatan
dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang dinilai berat.

Hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok dan bisa
juga menjadi hukuman tambahan. Hukuman penjara menjadi
hukuman tambahan apabila hukuman pokok yang berupa
hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum.
Hukuman ini dibedakan menjadi dua, yaitu:*

a. Hukuman penjara terbatas, yaitu hukuman penjara

yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman

* 1bid., 101.

4 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam..., 262.
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ini diterapkan antara lain untuk jarimah penghinaan,
menjual khamar, dan memakan riba. Menurut Imam
Al-Mawardi, hukuman penjara dalam takzir berbeda-
beda, tergantung pada pelaku dan jenis jarimahnya.
Mengenai batas maksimal juga tidak ada kesepakatan
dikalangan fugqaha. Menurut Syafi’iyah, batas
maksimalnya adalah satu tahun.. Oleh sebab itu, hal
tersebut  diserahkan  kepada  hakim  dengan
memperhatikan jenis jarimah, pelaku, tempat tinggal,
situasi dam kondisi.

. Hukuman penjara tidak terbatas, yaitu hukuman
penjara yang tidak dibatasi waktunya dan berlangsung
terus sampai si terhukum meninggal dunia atau
bertobat. Hukuman ini dapat disebut jga dengan
hukuman penjara seumur hidup, sebagaimana yang
telah diterapkan dihukum positif Indonesia. Hukuman
seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam
dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya.
Misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk
dibunuh oleh orang ketiga. Sementara hukuman
penjara tidak terbatas macam yang kedua (sampai
pelaku bertaubat), dikenakan antara lain untuk orang

yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan
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homoseksual, menyihir (menyantet), mencuri untuk
ketiga kalinya, menghina secara berulang-ulang, dan
menghasut istri atau anak perempuan orang lain agar
meninggalkan rumah lalu rumah tangganya hancur.

b. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan hukuman had, namun
dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai
hukuman takzir. Diantara jarimah takzir yang dikenakan
hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku
mukhannas (waria) yang pernah dilaksanakan oleh Nabi
dengan mengasingkannya di Madinah.

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku
jarimah yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh
buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkan pelaku,
mereka akan terhindar dari pengaruh buruk. Seperti menakut-
nakuti seseorang hingga membuat resah, hukumannya adalah
pengasingan pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah,
Imam AhmadImam Syafi’i dan Syi’ah Zaidiyah.

Imam Al-Syafi’i berpendapat bahwa jarak kota asal
dengan kota pengasingan (pembuangan) adalah jarak
perjalanan gasar dan Imam Malik bin Anas berpendapat
bahwa pengasingan adalah menjauhkan pelaku dari negeri

Islam ke negeri bukan Islam. Dan dalam praktiknya
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pembuangan ini lebih jauh daripada jarak perjalanan gasar
dan masih di negara muslim. Sedangkan untuk lama waktu

pengasingan tidak ada kesepakatan dikalangan fukaha.*®

3. Hukuman Takzir yang Berkaitan dengan Harta

Hukuman dengan harta dapat berupa denda atau penyitaan
harta dari pelaku. Hukuman denda juga dapat dijatuhkan bagi
orang yang menyembunyikan, menghilangkan, atu merusak
barang milik orang lain dengan sengaja. Adapun bentuk lain
adalah perampasan terhadap harta yang diduga merupakan hasil
perbuatan jahat atau mengabaikan hak orang lain yang ada
didalam hartanya. Dalam hal ini, boleh menyita harta tersebut
apabila terbukti harta tersebut tidak dimiliki dengan jalan yang
sah. Atau dapat menahan harta tersebut selama dalam
persengketaan, kemudian mengembalikannya kepada pemilik
setelah selesai persidangan.*’

Imam Ibnu Taimiyyah membagi hukuman takzir ini menjadi
tiga bagian dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap harta,
yaitu:

a. Menghancurkannya (a/-/t/af), yaitu penghancuran harta
berlaku untuk benda-benda yang bersifat mungkar. Seperti

penghancuran patung milik orang Islam, penghancuran

* M. Nurul irfan, Hukum Pidana Islam..., 106.
4" Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam..., 167.
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permainan yang mengandung maksiat, dan penghancuran
peralatan seks dan kios khamar.

b. Mengubahnya (al-Taghyir), yaitu hukuman takzir berupa
mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang
disembah orang muslim dengan cara memotong kepalanya
sehingga mirip pohon.

c. Memilikinya (al-Tamlik), yaitu hukuman takzir berupa
pemilikan harta pelaku, antara lain seperti keputusan
Rasulullah saw. melipatgandakan denda bagi seseorang yang
mencuri buah-buahan disamping hukuman cambuk. Demikian
pula keputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda

bagi orang yang menggelapkan barang temuan.*®

4. Sanksi Takzir Lainnya
Selain hukuman-hukuman takzir yang telah disebutkan,
masih ada beberapa sanksi takzir lainnya, yaitu:

a. Peringatan keras, dilakukan di luar persidangan dengan
mengutus seorang kepercayaan hakim yang
menyampaikannya kepada pelaku.

b. Nasihat, hukuman ini sama halnya dengan hukuman

peringatan dan dihadirkan dipersidangan dan merupakan

* M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam..., 108.
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hukuman yang diterapkan untuk pelaku pemula melakukan
tindak pidana, bukan karena kebiasaan akan tetapi kelalaian.

c. Celaan, hukuman ini dilakukan oleh hakim dengan berbagai
cara dan berbagai perkataan yang dikehendakinya yang
diperkirakan dapat mencegah pelaku dari perbuatan pidana
yang pernah dilakukannya.

d. Pengucilan, yaitu melarang pelaku untuk berhubungan dengan
orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk
berhubungan dengan pelaku.

e. Pemecatan, yaitu melarang seseorang dari pekerjaanya dan
memberhentikannya dari tugas atau jabatan yang dipegangnya
sebagai akibat pemberhentian dari pekerjaan itu.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa sanksi takzir
sangat beragam, mulai yang paling ringan, seperti pemecatan

hingga paling berat seperti hukuman mati.



